(SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.14/398 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022
tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dalam
rangka pelaksanaan kegiatan penilaian mandiri Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pemerintah Kota
Semarang, telah dibentuk Tim Penilai Internal melalui
Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/6 Tahun 2022
tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota
Semarang;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dan
perubahan susunan keanggotaan Tim Penilai Internal,
maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang
Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pemerintah Kota
Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 139);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 591);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1270);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022
tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral pada Pemerintah Kota Semarang.

Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Koordinator

a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
dukungan unit kerja/perangkat daerah Pemerintahan
Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral;

b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian
mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
dan

d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Wali Kota
Semarang dan Kepala Badan Pusat Statistik.

2. Ketua

a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;

b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral,

c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan
aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif
dan efisien;

d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu
dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;

e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada
Koordinator; dan

f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai
operator yang melakukan entri data dan supervisor
yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota:

a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral,

b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap
pertanyaan,;

c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan
jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan
aktivitas penilaian mandiri;

d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau
luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim
Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;

e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui
daring menggunakan aplikasi atau luring dalam
bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai
Internal yang ditunjuk sebagai operator;

f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota
Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian
mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk
mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu
dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan
Pusat Statistik; dan

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan
menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab
dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali

Kota Semarang Nomor 800/6 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di Wilayah Kota Semarang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Mei 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

AR

O o N

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

Inspektur Kota Semarang;

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Semarang;

Kepala Perangkat Daerah se-Kota Semarang;

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Anggota Tim vang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik r
PEMERINTAH LA~
KOTA SEMARANG

o

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.14 /398 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL PADA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

(2)

(3)

(4)

Ir. Iswar Aminuddin, M.T.

Sekretaris Daerah Kota Semarang

Koordinator

Soenarto, S.Kom., M.M.

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Semarang

Ketua

Dr. Muhammad Ahsan,
S.Ag.,M.Kom.

Sekretaris Dinas Arsip dan
Perpustakaan Kota Semarang

Anggota

Pranyoto, A.P.,M.M.

Sekretaris Dinas Ketahanan
Pangan Kota Semarang

Anggota

Sugeng Hartanto, S.Sos.,
M.T.

Kepala Bidang Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Semarang

Anggota

Ratri Nugrahaning
Widayanti, S.Sos.

Kepala Bidang Pendidikan dan
Pelatihan pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Semarang

Anggota

Sri Rahayu, S.T., M.Kom.

Kepala Bidang Statistik pada
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota
Semarang

Anggota

Arif Budiman, S.Kom.

Kepala Bidang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Semarang

Anggota

Yuni Sailawati, S.KM.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Layanan Perpustakaan pada Dinas
Arsip dan Perpustakaan Kota
Semarang

Anggota

10.

Ir. Setyo Handayani, M.M.

Kepala Bidang Keamanan Pangan
pada Dinas Ketahanan Pangan
Kota Semarang

Anggota




KEDUDUKAN

NO. NAMA JABATAN
DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Sub Koordinator Statistik
Infrastruktur, Tata Ruang dan
R . . . . Anggota
11. |Ari Widyarini, S.T., M.Si. |Lingkungan pada Dinas s rvisor)
Komunikasi, Informatika, Statistik UPEIVISO
dan Persandian Kota Semarang
Pustakawan Pelaksana pada Dinas
12. |Santi Widya, A.Md. Arsip dan Perpustakaan Kota Anggota
Semarang
Andreas Adi Wibowo, Analis Kf:tahanan Pangan Pertama
13. STp pada Dinas Ketahanan Pangan Anggota
T Kota Semarang
Statistisi Muda pada Dinas
. . . . . Anggota
14. |Handoko Ary Yanto, S.Si. | Komunikasi, Informatika, Statistik .
. (Admin)
dan Persandian Kota Semarang
Analis  Statistik pada Dinas
e . . . .. Anggota
15. [Solikin, S.Mat. Komunikasi, Informatika, Statistik
. (Operator)
dan Persandian Kota Semarang
Analis  Statistik pada Dinas
i . . . . . .. Anggota
16. |Fitri Kusunartutik, S.Si. Komunikasi, Informatika, Statistik
(Operator)

dan Persandian Kota Semarang

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik @
PEMERINTAH LA ]
KOTA SENARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001
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